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Allah SWT burdens no soul beyond what it can bare. 
Q.S. Al-Baqarah : 286 
 
Put Allah first, and you will never be last. 
NN 
 
Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. 
Mahatma Gandhi 
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Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan PPAT meliputi 
tugas dan kewenangan dalam proses pembuatan SKMHT dan APHT guna 
pengikatan jaminan kredit perbankan dan permasalahan yang dihadapi oleh PPAT 
dalam proses pembuatan SKMHT dan APHT beserta penyelesaiannya.  
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi 
dokumen kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif 
model.  
Salah satu peran PPAT adalah menjembatani antara kepentingan debitur 
dengan kepentingan kreditur sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan 
rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam melakukan pengikatan 
jaminan Hak Tanggungan. PPAT bertugas memeriksa kelengkapan dokumen para 
pihak, mempersiapkan SKMHT dan APHT untuk ditandatangani para pihak dan 
mendaftarkannya ke Kantor BPN setempat. Kewenangan PPAT yaitu membuat 
SKMHT dan APHT yang ditandatangani oleh para pihak dengan dihadiri minimal 
2 (dua) orang saksi kemudian membacakannya kepada para pihak. Permasalahan 
yang dihadapi PPAT yaitu sertifikat yang akan dijadikan Hak Tanggungan belum 
balik nama, identitas yang tercantum dalam sertifikat yang akan dijadikan Hak 
Tanggungan tidak sesuai dengan identitas pemberi kuasa, para pihak tidak hadir 
saat penandatanganan SKMHT maupun APHT, dan obyek Hak Tanggungan 
untuk pembuatan APHT tidak berada pada wilayah kerja PPAT. 
 












Agmona Lisbenk Pestisia, E0012016, 2016. THE ROLE OF PPAT IN 
MANUFACTURING A LETTER OF AUTHORIZATION IN CHARGE OF 
MORTGAGE RIGHT (SKMHT) AND DEED GRANT OF LIABILITY RIGHT 
(APHT) FOR BINDING GUARANTEE OF BANK CREDIT. Law Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
This research aims to determine the role of PPAT that includes tasks and 
authority in the manufacturing process of APHT and SKMHT order to guarantee 
a bank loan agreement and the problems faced by PPAT in the manufacturing 
process of SKMHT and APHT and its solution.  
This research is descriptive empirical law research. Data or law material 
used were primary data and secondary data. Data collection technique was an 
interview and study of documents were then analyzed using qualitative analysis 
with interactive models.  
One of the role of PPAT is to bridge between the interests of debtors to the 
interest of creditorsso that both sides were equally get a sense of fairness, 
expediency, and legal certainty in the binding guarantees mortgage right. PPAT 
tasks are checking documents of the parties, preparing SKMHT and APHT to be 
signed by the parties and register it to the Land Office. PPAT authority is making 
SKMHT and APHT signed by the parties in the presence of at least 2 (two) 
witnesses and then read it to the parties. The problems faced by PPAT are a 
certificate that will be used as mortgage right has not been titled transfer, 
identities listed in the certificate that will be used as mortgage right does not 
match with the identity of endorser, the parties did not attend for signing SKMHT 
and APHT, object mortgage right to manufacture APHT are not on the working 
area of PPAT. 
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